GUBERNUR SULAWESI UTARA

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAJAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA D] LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan
identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu
pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut
bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 26 Peraturan Menteri |
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian |
Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu
disesuaikan;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat | Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
151, Tainbahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 2102);
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GUBERNUR SULAWESI UTARA

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAJAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Mentmbang

Mengingat

PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWES] UTARA,

bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan
identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu
pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut
bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara;

bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 26 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian
Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara;

Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat [ Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
1531, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2102};



..

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturarn Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemeritah
Daerah;
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Menetapkan

.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sulawesi Utara {Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018
Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR SULAWES] UTARA TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWES! UTARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(©)

Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai
untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara
dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara yang terdiri atas Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerija pada
pemerintah provinsi sulawesi utara.

Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
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(9)

(2)

2

Pakalan Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH
adalah  pakaian dinas yang digunakan untuk
melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan
pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL
adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara
kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri,
acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan,
pelantikan  jabatan struktural dan penerimaan
penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

Pakalan Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL
adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan
tugas operasional di lapangan.

Pasal 2

ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawes: Utara
wajib memakal Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja
berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Penggunaan Pakalan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan,
pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta
mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB I
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di Imgkungan Pemermtah Provinsi
Sulawesi Utara meliputi:

(1}
(2)
(3)
(4)

(1)

PDH;

PDL pada perangkat daerah tertentuy;
PSL; dan
pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4
PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) terdiri
atas:
a. PDH warna Khaki;
b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
¢. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
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(2}

(3)

(1)
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Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a
dan b, sesual dengan jenis dan model serta bahan kain
hasil uj laboratorium sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada
tahun 2021.

Pasal 5

PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat 1 huruf a terdiri atas:

a. PDH Khaki keme ja lengan panjang/pendek digunakan
untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama;

b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan
panJang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan
Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
dan

c. PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk
pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam
jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana
dan pejabat fungsional

PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari

Rabu.
Pasal 7
(1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS Pemerintah

(2)

(3)

Provinsi Sulawesi Utara pada hari Batik Nasional setiap
tanggal 2 Oktober.

PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf ¢
digunakan PNS Pemerintah Provins: Sulawes: Utara pada
hari Kamis dan/atau Jumat.

Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH
batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
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(4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam
jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan
pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik |
lengan pendek.

Pasal 8
Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja,
PDH batik/tenun/lurik dapat digunakan pada hari Sabtu.

Pasal9
PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan oleh perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada saat
bertugas di luar kantor.
Pasal 10
(1} Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4} digunakan
pada saat:
a. upacara hart ulang tahun Korps Pegawai Republik
Indonesia;
tanggal 17 setiap bulan;

o

upacara hari besar nasional; dan

d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang
diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republk
Indonesia.

(2} Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia
digunakan dengan celana/rok warna biru tua.

(3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin,
penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai
Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci
nasional.

BAB 1l
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

Pasal 11
(1) PDH PPPK digunakan oleh PPPK pada unit kerja di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
(2} PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
b. DH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
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(4)

(S)

(1)

(1)

T

PPDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf a digunakan PPPK pada hari
Senin sampai dengan Rabu.

PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan
PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
pada hari Kamis dan/atau Jumat.

Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/ lurik
bagi Perangkat Daerah pada hari Sabtu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BABIV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 12
Atribut Pakailan Dinas PNS terdiri atas:
tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
papan nama,
nama satuan kerja atau perangkat daerah;
nama Pemerintah Daerah;

a
b
c
d
e
. lambang Pemerintah Daerah;
g tanda pengenal.

Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas;
a. papan nama; dan

b.

tanda pengenal.

Pasal 13

Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) hurufa, terdiri atas:

a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 2
(dua) bintang astabrata berwarna kuning emas
dengan lempeng emas berlist merah;

b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
berupa 1| (satu) bintang astabrata berwarna kuning
emas berlempeng emas;

c. atribut tanda Jabatan Administrator berupa 3 (tiga)
melati berwarna kuning emas timbul berlempeng
emas; dan

d. atribut tanda Jabatan Pengawas berupa 2 (dua} melati
berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
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(2} Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi
Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan
kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi,
matahari, api, samudera, langit, angin, bulan dan
bintang.

(3} Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang
berkembang, melambangkan  kepribadian  Bangsa
Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 14 |
(1} Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1} dikenakan pada kerah
baju bagian kanan.
(2} Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di
kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.

Pasal 15

{1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf g, digunakan untuk mengetahui identitas
seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.

(2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal
didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

(3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana
dimaksud ayat (2) terdiri atas:

coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;

merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;

biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;

hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;

hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;

crange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana

abu-abu untuk pejabat fungsional; dan

kuning untuk PPPK.

oM@ S0 a0 gae

Pasal 16

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas;

a.  tutup kepala;

b. jaket;

c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia
berbahan dasar logam; dan

d. sepatu hitam/PDL yang digunakan sesuai jenis Pakaian
Dinas.
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Pasal 17

(1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
dapat digunakan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya;
b. pejabat pimpinan tingg! pratama; dan
c. pejabat dalam jabatan administrator

(2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 18
Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 16 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB vV
PENDANAAN

Pasal 19
Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Utara bersumber pada anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

BABV]
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(I) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan
pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah Provinsi.

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan
penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 21
(1) Pakaian Dinas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian
Dinas.




(3)
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Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wuntuk wanita berjilbab dan wanita hamil
menyesuaikan.

Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diatur
tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara wajib:

a
b,

berpakaian dinas dengan atribut lengkap;

rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi
pria; dan

tidak mewarnal rambut yang mencolok.

Pasal 23
ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 21 dikenai sanksi
administratif berupa:
a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga} kali oleh atasan
langsung; dan
b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis
Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Penyelenggaraan  Pakaian Dinas di  Lingkungan
Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian
dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
terbaik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai beriaku;

a.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; dan

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi
Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

L



==

Pasal 25
Peraturan Gubernur ini mular berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setlap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

PENGOLAN PARAF
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Pasal 25
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang nengetahuinya, memnerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalain Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 4 Mei 2020

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

< W

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWI HARJA{;;;O SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 33
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LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI! UTARA

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

L. MODEL PAKAIAN DINAS DI

SULAWESI UTARA

33 TAHUN 20
4 MEI 2020

20

PAKAJAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

Keterangan:

a Tanda Jabatan

b. Lidah Bahu

c. Nama Satuan Kerja
d. Papan Nama

e Saku Kemeja

f Kancing

Ikat Pinggang
Krah

Lencana Korps Pegawai
Republik Indonesia
Nama Daerah
Lambang Daerah
Tanda Pengenal

m. Saku Celana Depan
n. Sambungan Bahu Belakang
0. Saku Celana Belakang
p Sepatu Pantofel Warna Hitam
Bertali
| Paraf Koordin : < L P
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2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG

Keterangarn:

LBOoRPrETHIR SO AL OR

Tanda Jabatan

Lidah Bahu

Nama Satuan Kerja

Papan Nama

Saku kemeja

Kancing

Ikat Pinggang

Krah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah

Lam bang Daerah

Tanda Pengenal

Saku Celana Depan

Sambungan Bahu Belakang

Lengan Panjang

Saku Celana Belakang

Sepatu Pantofe] Warna Hitam Bertali
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3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA

Keterangan:
Tanda Jabatan
Lidah Bahuy
Nama Satuan Kerja
Papan Nama
Tutup Saku Dalam
Kancing
Krah Rebah
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah
Lambang Daerah
Tanda Pengenal
Celana Panjang
. Sepatu Pantofel Warna Hitam

ErFET R mean o

1 "Ff_araf Koordina

TH| Perurdan
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4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB

—

Keterangan:

Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
Lidah Bahu

Nama Satuan Kerja

Papan Nama

Tutup Saku Dalam

Kancing

Krah Rebah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah

Lam bang Daerah

Tanda Pengenal

. Rok Panjang

m. Celana Panjang

n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

MRt e A A TR

( Paraf Koordinegsi - B v beLarne

i _L_ —IL'* “—" ; 2




i,

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL

— Y

N

Keterangan:

Tanda Jabatan

. Lidah Bahu

Nama Satuan Kerja

Papan Nama

Sam bung Baju

Kancing

Krah Rebah

. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah

Lam bang Daerah

. Tanda Pengenal

Sambung Bahu Belakang

m. Sambung Baju Belakang

n. Sepat u Pantofel Warna Hilam

FES RS SS A D
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6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB

Keterangan:
a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama

ERTPOR s s o

. Lidah Bahu

Nama Satuan Kerja
Papan Nama
Sambung Baju
Kancing

Krah Rebah

. Lencana Korps Pegawai Republik indonesia

Nama Daerah
Lambang Daerah

. Tanda Pengenal

. Sambung Bahu Belakang

m. Sambung Baju Belakang

In.

Sepatu Pantofel Warna Hitam
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7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA

[~ I I = o

= = T O

Keterangan:

CETRDR O A0 TR

.

Tanda Jabatan
Lidah Bahu

Nama Satuan Kerja
Papan Nama

Saku Kemeja
Kancing

Krah

. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Nama Daerah

Lambang Daerah

Tanda Pengenal

Sam bung Bahu Belakang

Sepatu Pantofe] Warma Hitam Bertali

Koordi-n

Sarn _]
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8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG

Ealen . -1

Keterangar:

a. Tanda Jabatan

Lidah Bahu

Nama Satuan Kerja

Papan Nama

Saku Kemeija

Kancing

Krah

Leneana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah

Lambang Daerah

Tanda Pengenal

. Sambung Bahu Belakang

m. Lengan Panjang

n. Sepatu Pantofel Warna Bitam Bertali

— ey e D D

Paraf Kgprdlnasi R
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9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA

d

Keterangan:

Tanda Jabatan

Lidah Bahu

Nama Satuan Kerja

Papan Nama

Saku Kemeja

Kancing

Krah Rebah

. Lencana Korps Pegawal Republik Indonesia
Nama Daerah

Lam bang Dacrah

Tanda Pengenal

Celana Panjang

m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

FERTr DR AN TR

Paraf Koordin
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10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB

[ = T S = -]

Keterangan:

a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. Lidah Bahu

Nama Satuan Kerja

. Papan Nama

Saku Kemeja

Kancing

. Krah Rebah

h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Daerah

J- Lambang Daerah

k. Tanda Pengenal

. Celana Panjang

m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

a0

v =
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B. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA

Keterangan:

Tanda Jabatan

Papan Nama

Kancing

Krah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Saku Dalam

Tanda Pengenal

. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

oM AN T

=
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2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA
BERJILBAB

Keterangan:

Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
Papan Nama

Kancing

Krah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Saku Dalam

Tanda Pengenal

. Celana Panjang Warna Dongker

Sepatu Pantofel Warna Hitam

PR emO AD o
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3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA

Keterangan:
a. Tanda Jabatan

b. Papan Nama

¢. Kancing

d. Krah Rebah

€. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
f Saku Dalam

g Tanda Pengenal

h. Celana Panjang Warna Dongker

1. Sepatu Pantofel Warna Hitam




4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL

g7

BERJILBAB

"

keterangan:

el =l = TN R ol

. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
. Papan Nama

kKancing

. Sambung Baju

Krah Rebah
Lam bang Korps Pegawai Republik Indonesia
Tanda Pengenal

. Sam bung Bahu

Sam bung Baju Belakang
Sepatu Pantofel Warna Hitam




= 15-

5. PAKAIAN KORPS PEGAWA! REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL

— g
he RN

!

|

Keterangan:

Tanda Jabatan

Papan Nama

Kancing

Sambung Baju

Krah Rebah

Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
Tanda Pengenal

. Sambung Bahu

Sam bung Baju Belakang
Sepatu Pantofe] Warna Hitam

e TR e RN o
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C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA

Keterangamn:

Dasi

Kancing 3 Buah

Saku Bawah Tertutup

Kemeja Putih Lengan Panjang
Belahan Jahitan

Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

o R g
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2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA

|8

Keterangan:

a. Kancing 3 Buah

b. Saku Bawah Tertutup

c. Celana Panjang Hitam

d. Kemeja Putih Lengan Panjang
e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

IR N

| Para I_Koord_i
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3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB

e

Keterangan:

a. Kancing 3 Buah

b. Saku Bawah Tertutup

c. Celana Panjang Hitam

d. Kemeja Putih Lengan Panjang
e. Sepatu Pantofe]l Warna Hitam
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D. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

I. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA

[ =B T+ Y]
{

-

Keterangan:

a. Tanda Jabatan

b. Lidah Bahu

c. Nama Satuan Kerja
d. Papan Nama
e. Saku Kemeja
f Kancing

g lkat Pinggang
h. Krah

i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
j. Nama Daerah

k. Lambang Daerah

l. Tanda Pengenal

m. Celana

n. Saku Celana

0. Sambung Bahu Belakang

p. Saku Belakang

q. Sepatu PDL

| “Parat Koor;qi_-—s B gk

Fakaa Peron

(L1 ¥ T4
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2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA

Keterangan:

Tanda Jabatan

Lidah Bahu

Nama Satuan Kerja
Papan Nama

Saku Kemeja

Kancing

[kat Pinggang

Krah

Lam bang Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah

Lam bang Daerah

L Tanda Pengenal

m. Celana Panjang

n. Saku Celana

o. Sambung Bahu Belakang
p. Saku Belakang

g. Sepatu PDL

R e e R

Paraf Komdin i P

TE
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3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB

Keterangan:

a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. Lidah Bahu

c. Nama Satuan Kerja

d. Papan Nama

e. Saku Kemeja

{ Kancing

g lkat Pinggang

h. Krah

i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
j. Nama Daerah

k. Lambang Daerah

. Tanda Pengenal

m. Celana Panjang

n. Saku Celana

0. Sam bung Bahu Belakang

p. Saku Belakang

q. Sepatu PDL

| Paraf Koorg_.i_:ri_ i
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I.  Model Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Dari Depan

L Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IV /a ke atas dart samping.

r’ Lambang Pemerintah Daerah

[ Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm I

b Mutz PNS Gol I dari samping.

l—’ Lambang Daerah

EBlsban warna perak ukuran 0,50 cm

) Mutz PNS Gol Il dari samping.

|_. Lambang Daerah

Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

| Parat Koordinasi : | kum
T T iKabag. Perund sng

e g
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d] Mutz PNS Gol I dari samping.

I—*Lambang Daerah

l———b Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

ll. Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

NO.

TANDAJABAT AN

KETERANGAN

- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi

= 2 (dua) bintang astha brata

- Binlang berwarma kuning emas berbentuk pin
- Berlist Merah

- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama
- 1 (satu) bintang astha brata
- Bintang berwarna emas berbentuk pin

- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan
Administrator

3 (tiga) melati segi lima

- Melati berwarna emas berbentuk pin

Digunakan oleb Pejabat Pengawas
2 (dua) melati segi lima
Melati berwarna emas berbentuk pin

Para: Koordinzal - ¥

4 | Wghpo Bypunde

Lt Ny
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IV. LENCANA KORPS PEGAWAI] REPUBLIK INDONESIA

V. PAPAN NAMA.

NAMA PEGAWAI 2CM
) 8 M |
VI, NAMA PEMERINTAH DAERAH
PEMPROV
SULAWESI UTARA
- — _—— 1,5 M
6CM

Vil LAMBANG PROVINSI SULAWES! UTARA

1. BENTUK DASAR
Lambang Daerah Tingkat | Sulawesi Utara berbentuk segi lima sama sisi
menggambarkan *Pancasila® sebagai dasar dan falsafah hidup Bangsa dan
Negara Indonesia.
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2. BENTUK WARNA DAN BAGIAN-BAGIAN LAMBANG

a
b.

T

- Rl

Warna dasar biru langit, sisi luar berwarna kuning;

Sebelah kanan terdapat buah pala terbuka, berjumlah 8 (delapan) buah,
kulimya berwarna kuning, biji pala berwarna merah, dirangkaikan dengan
buah ecengkeh 17 (tujub belas) buah yang warnanya merupakan perpaduan
warna hijau kemuning dan warna hijau kecoklat-coklatan;

Angka-angka pada cengkeh 17 (tujub belas} buah, pala 8 (delapan} buah,
dan padi 45 {empat puluh lima) butir adalah simbol yang menunjukkan
“Hari Prokamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia® yaitu 17-8-1945;
Ditengah-tengah lingkaran buah padi, cengkeh dan pala terdapat 23 (dua
puluh tiga] untaian bij jagung yang berbentuk bulatan, terdapat 1 (satu)
pohon kepala berdaun 9 (sembilan) mempunyai akar 6 (enam) dan di bawah
pohon kelapa terdapat 4 (empat] buah bibit kepala melambangkan
berdirinya Provinsi Sulawesi Utara tanggal 23 September 1964,

Pohon kelapa, padi, pala, jagung dan cengkeh menggambarkan keseluruhan
kekayaan utama yang menjadi sumber hidup rakyat di daerah ini;

Di bagian bawah dari pohon kelapa terdapat pita putih berbaris merah
dengan warna hitam (warna bayangan} bertuliskan “SULAWES! UTARA®
dengan warna merah,

Warna emas/orange melambangkan kekayaan, keagungan;

Warmma biru/hijau melambangkan kemakmuran, Kesuburan;

Warna kuning melambangkan kesejahteraan, kebesaran dan keluhuran;
Warna merah melambangkan keberanian, semangat yang menyala-nyala
dan keeintaan terhadap Negara dan Agama;

Warna putih melambangkan kesucian, kedamaian;

Warna coklat melambangkan kecintaan terhadap Tanah Air;

Warna hitam melambangkan kokoh, kuat, teguh dan kekal;

Warna ungu melambangkan kebanggaan.

VIII. TANDA PENGENAL

PEMER!INTAH PROVINS! -
SULAWESI UTARA NIP
Golongan
Unit Kerja
Jabatan

1 Kt il berfungs sebegsl seattas dirl dan waib digra
Chbigt WT Gl FLUCES Y st
' S bl S g 2
—— . AN KEPECAWALLY B AH | | N T ARA

2o 7 AN TG NG R PRS- REES
wrvvrbied Sz oK
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iX. SEPATU
i ) _EEE_NTUK KETERANGAN
| Sepatu PDH Pria B
i
|
!
[
|
|
|
| — |
| Sepatu PDH Wanita i
i
Sepatu PDL Pria dan Wanita
X. JILBAB
No. Jenis Pakaian Dinas Warna jilbab
1. |PDH khaki Warna kuning mustard
3. PDH putih Warna pink salem
3. PDH batik/lurik/khas daerah Sesuai dengan baju tanpa

motif

Pakaian Korps Pegawal Republik
Indonesia

Warna biru tua

-




XL UJl LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

JENIS UJ1

-
N |
-

TandaContuh
| 1 lLohr hain, o
2 Ehrm Kain gyam, por o
| 3§ Best Kaes gam, per m

4 Keowstruks
- Tetal tusi, holxi per cx {inci)
- Towlpekas, helsi per co (iwci)
- Nomorbenang Sum. Nel {Tex)
- Nomor bomangpakan, Nel {Tex)
= Amyaman

$ | Kelouten tarik kaib.pov 2.3 om
Arshian h(hg}

= Arah paksn, N g
- Mugksr %

E | Mehwatan wobek cun, semeadosf
| | ~Arshbsii N{gr)

| - Arsh paksn. N gr )

|

Suht kembuli dary kekusatan, decnja

|
7
« Agah lus muka
- Amh sl belakssy
] - Arahpeken sk
N !. JENIS Un
et S e et
i 1' Kousposis
1

¢ Kerigat
- Sif il mann
- Perubsims wama
- Pemoxdapn warnm pads - Polieser
- Rayos
| -Sit i basa
- Perphahen warm

- Ponadase weros peda - - Pobieser
- Rayon

J Sinee  Siwr Tormng Han

| 10 | - Wentifikas Za Warns pads Serst
| - Pobiester
| .

BB Lo
Kewrugan * Belm Termamd Lingkup Akiedilas

27

HEASI. HJ1

1, 5¢
24

3

BB (14.5)
24.5(02.0)
A2 x
{2
Keper 3 |

)

To0{ 20,55
2760
391148 86)
18.8¢

135, 3413.368)
£2.0{8.359)

155,33
15533
154,67
1551

HASILUA

I

Poliestr 010 %
Raryon e %

44
45

+5

4.5

45
4.5
45

45
&5

Dispensi
_Reoslall

Persparatan yasg
chourm whaw

9 000
T80

134
134
i34
32

7 Pesywataayaem |
daaranen - 1
Pobester Al % & 3%
Rayon T % %
|
4 : Mitsmim
4 | Adraarmam
£ | Miramuarn
1 | Miginum
34 | Miginum
4 | Marurmum
34 Minernum
34 M
1 ]
4 i Minimem
i | Minimism
14 Abninwm
4 | Mirvmyem
D : Mutta)
_ Reaktif =~ | 2 Mk

I Parai Koordin

Mwrwm
Almurwm

Arnrmm

Admirmim
Mimcwin
L%
£ N
Mtk

LR T T

M prczoum

Mnimum
M mmwam

2 ¥
Mimimunn
Minmeum
M pdmtem:

K i7 15

Kabap. Psrun gang-Undangan |

h
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B. KAIN WARNA PUTIH

5 a3 | Persyarstan yaug
No ” JENIS b HASHL, U i - S Talerans !
TandaConto
L | Lebarkain,m 150 147 Minimum
I' 2 | . Berat Kein gram, per ot A9 208 Minizmn
3 Beratl Kan grain, per m 13 3% Minmam
4 Konstruks
- Tetal luni, belai per o {inci) 80585 205 Minimutn
| - Tetal pekan, helai par om (inci) 19,0{43,5) 16,5 Minimuem
| - Nomor benang lasi, Net (Tex} UW2 (DY %491 5%
- Nomos bensng pekan, Net (Tex} B DS D 2320 AP
- Amyaman Polos Polos Mautlak
| & Kekuatan arik kam, pes 2.5 om |
|| -Ambsi. Nikg) 695(70.8) 0P Momihum
| - Mudor % 2m
| - Armhpekan, Nikg) ) (55,39) 410 Minimum
| -Mukir% 2957 |
6 | Kekustan sobek kain, clemendorf |
- Arall kim, N{ gr) 15,9 (1 1.510) 9000 Mmoo m |
- Arsh pakan, N { gr } 163,3(0.52.9) 8 %00 Mgt
7 | ; Sudi kembali dan kokumstae, derasl
- Arah ki muka 154,00 M Mrommsim
- Anh lusi belskany 154,67 134 Mininsim
- Anh pekan nmska 15467 134 Mosrum
- Arah pakan belskang 154,67 14 Mungmeam

_{ HASILUA Persyaratan yauy Toleramsi
Poliemer 665 % Poliester 885 % i %
!h;m NS % Rason s % &%

Ketermngn * Bohum Termasak Lingkayy Akreditag - alaos =

| Parai Koordin

i —

TR



C. KAIN WARNA HITAM

0018

|

: . ~ ey Peryaratan yasy e ]
o JENIS UNy HASILUM el Toleramsi !
: T anda Contoh |
| Lebar kxin. m 145 1,42 Mind gmm
2 Berat Kan gram, por m? 300 i b Mitrinsum
3 Berat Kun gram, per m 435 405 Minimasm
o4 Konstruks |
- Tesal busi, helsi per o (nci) 21.0(56,0) 18,5 L T |
-l pakan, hebai porcm (inci) 18.9(45.5) 15.5 Mint mum
- Nomor beneng hisi. Neb (Tex) 1732033,1 x2) 17an s gb
- Nomos bermng pakan, Nel (Tex) AT (331 2D 1872 + ™
- Anyacan Poloy Poloe Mutlak |
5 Kekustam ik kain, per 2.5 an
- Arsh s, N ) 7M (T 58) 450 Minimwm
~Muhx % n07
- Amh pakan, N (g} 616{62,77) 510 Mitimum
- Muhs % nn
b Kekistan sobek ksin, slcmendor! |
-Arhhd N(gr) 127,0(12.943) 9000 Mini mum |
| - Arsh pekan. N { pr) O 4(.618) $000 Mmnsmum
2 Sudut wembsli dari kedarmtan, dersjet
- Arsh josi muka 154,00 134 A\ brsimmman
- Arsh fusi belakany 154.00 134 Mininure |
- Argh pakas muka 184,67 i34 LS8 T
- Arah peles belakany 154,67 k] Mimmem
o JENIS UR HASIL st et i ga Tubernmi
i st R S dnarsnhan i 1 T
] Konmposis Policster 664 % Pobmtex 660 % =2 1%
Rayon BE % Rayon MO % = 3%
9 Taban Luntwr Warmna terhadep
A Pencucisn Rumsh Tangga dan Komersial
- Perubabm warna 4-5 4 Minimmm
- Penodaan warna pads © - Poliester 45 14 Minimum
~-Rayon 4-5 34 Minirmum
b. Gosokan
- Kering 4 4 Minimum
- Hassh 4 34 Minimum
€ Kermgat
- Sifm asam
-Perubafish warma 45 4 Misnamum
~ Penodasn watron pads | - Poliester 45 34 Minioum
- Rayom 4 14 Mimmum
- Sifie buxs
- Perubshan w arma 45 4 Musimrom
- Penctinan warna pads : - Pol iester 4-5 14 Minvimum
~Rayoa 4 34 Misicaum
d Siwr - Somr Terang Hard 4 4 Minirmum
'
10 Idenifihnsi Zat Warna peda Serst
~Poliester Dispersi Dispersi Mutisk
Bejana Bojoma Mutlak

Keterangan * Beiuen Termash Lingkup Akredsasi

___f"-_. ral Loordi

Taban Sarf)

b
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Xil. JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

A. JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGER] SIPIL

| No. | JENIS PAKAIAN | HARI KETERANGAN
| 1. | PDH warna khaki | Senin dan

| | Selasa
| 2. | PDH kemeja putih | Rabu

|dan  celana/rok |

|
i | hitam |
| 3. | PDH | Kamis dan | PDH batik / tenun / lurik dapat E
| batik/tenun/lurik | Jumat digunakan:
| dan/atau pakaian | a. Hari Batik Nasional setiap
| khasdaerah tanggal 2 Oktober;

c. Sesual ketentuan acara
a. Upacara hari ulang tahun

|

. b. Kegiatan di luar j kantor;
41 jam

|

l

| 4. | Pakaian Seragam |

' Batik Korps | Korps  Pegawai Republik
Pegawal Republik | Indonesia;
Indonesia b. Tanggal 17 setiap bulan;

¢. Upacara hari besar nasiOnaJ;.

dan
d. Rapat-rapat dan pertemuan-
| pertemuan yang

diselenggarakan oleh Korps
Pegawai Republik Indonesia.

5. | Pakaian Sipil {a. Upacara Kencgaraan  atau
'| Lengkap {PSL) Resimni;

. . b. Bepergian Resmi ke Luar
| Negeri;

|'c: Acara tertentu pada kegiatan
| Pendidikan dan Pelatihan,
Pelantikan Jabatan Struktural
dan Penerimaan Penghargaan
|  Satva Lencana Karva Satva.

' ngunakan pada saat bertugas di
| luar kantor.

6. | Pakaian Dinas |
| Lapangan (PDL) |
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B. JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWA! PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

| No. JENIS PAKAIAN HARI KETERANGAN
1. | PDH warna khaki | Senin dan
- Selasa
2. | PDH kemeja putih @ Rabu
| dan celana/rok |
hitam
3. | PDH batik/tenun/ | Kamis dan | PDH batik / tenun / lurik dapat
lurik dan/atau ‘Jumat digunakan:
pakaian khas a. Hari Batik Nasional setiap
| daerah | | tanggal 2 Oktober;
, | b. Kegiatan di luar jam kantor;
. PR | c. Sesuai ketentuan acara |
PENGOLAH | PARAF

KEPALA SUBBAGIAN
PENYLISUNAN PRODUK HUKLM

PENGATUREN
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-
UNDANGAN PROVINSI |
KEPALARIRG
ORGANISASI J/ﬁ/‘
FiL KEPALA BRO
HUKUM /

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

AS STEN
ADMINISTRAS| UMM

SEKRETARIS DAERAH

WAKIL GUBERNUR SULAWEST |

_UTARA
GUBERNUR SULAWESI UTARA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

— W

—

OLLY DONDOKAMBEY




B. JADWAL PEMAKAIAN

S

DENGAN PERJANJIAN KERJA

PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWA| PEMERINTAH

| No. |
1.

JENIS PAKAIAN

HARI

| PDH warna khaki
|

| Selasa

KETERANGAN

Senin  dan

2.

PDH kemeja putih
| dan celana/rok
| hitam

3

| PDH batik/tenun/

| lurik dan/atau
pakaian khas
daerah

| Rabu

"Kamis dan | PDH batik / tenun / lurik dapat !

Jumat

digunakan :

a. Hart Batik Nasional setiap
tanggal 2 Oktober;

b. Kegiatan di luar jam kantor;

¢. Sesuai ketentuan acara

/k GUBERNUR SULAWESI UTARA,

o M
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